
MUHAMMAD LUTFI 

DITETAPKAN OLEH: 

WALIKOTA BIMA, s/ 

NO. JABATAN PARAF TANGGAL 

1. Sekretaris Daerah Kota Birna <I ................. . ................ 

2. Asisten Adrninistrasi Urnurn Setda Kota Birna ················· ····;;····· 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ················· ................. 

Daerah Kota Birna 

4. Kepala Bagi an H ukum Setda Kota Bima ....... 1 ...... ················· 

2023 Kota Birna, 

Peraturan Wali Kota Birna tentang Perubahan 

Keernpat atas Peraturan Wali Kota Birna Nornor 59 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023. 

Perihal/Judul Naskah Dinas 

2023 DIAJUKAN PADA TANGGAL 

: BPKAD 

: Bagian Hukurn 

: Bagian Hukurn 

: BPKAD 

: Bagian Hukurn 

: BPKAD 

: Bagian Hukurn 4. Diterirna di Penerirnaan 
Surat 

5. Dinornori Oleh 

6. Diketik Oleh 

7. Ditaklik/ Dikaji 

8. Diterirna di Pengirirnan 
Surat 

9. Dikirirn Oleh 

10. Verbal dan Pertinggal 
Disirnpan Oleh 

1. Dikerjakan Oleh : BPKAD 

2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukurn 

3. Diedarkan Oleh : BPKAD 

VERBAL 



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023; 

a. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan dan 

usulan Pergeseran Anggaran Belanja Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2023, dan sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, maka Peraturan Wali Kota Bima Nomor 59 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Wali Kota Bima Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Wali Kota Bima Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bima 

Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BIMA, 

Menimbang 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA 

NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

TENT ANG 

PERA TURAN WALI KOTA BIMA 

NOMOR .;24 TAHUN 2023 

WALI KOTA BIMA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

-- 

,, 
~ ,, 
• 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hu bungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

(Lembaran Negara 

2014 Nomor 292, 
Administrasi Pemerintahan 

Republik Indonesia Tahun 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sis tern Perencanaan Pem bangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Mengingat 



Indonesia Nomor 6057); 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1871); 

Anggaran 

dan Tertib 
Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Pendapatan dan Belanja Daerah, 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerin tah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 ten tang Pedoman Pengelolaan lnvestasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 972); 

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111); 

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 

2022 Nomor 247); 

24. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 796) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali 

Kota Bima Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 

Bima Tahun 2023 Nomor 822); 



2.000.000.000 
0 

Rp. 57.982.005.600 

Rp. 57.982.005.600 
Rp. 0 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula 
2) Bertambah / (berkurang) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. ~~~~~~~~- 

Rp. 838. 920.155.398 

Rp. 838.920.155.398 
Rp. 0 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja daerah setelah 
perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 

Rp. 782.938.149.798 

Rp. 782.938.149.798 
Rp. 0 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

anggaran 2023 dirinci sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bima. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima. 

3. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam 

Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA 

NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR .. ~Uf 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, 

Diundangkan di Kota Bima 
pada tanggal 14 Juli 2023 

MUHAMMAD LUTFI 

Ditetapkan di Kota Bima 
pada tanggal 14 Juli 2023 

WALI KOTA BIMA,4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Bima. 

Pasal 4 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut 

pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 

Rp. 0 

Rp. 55.982.005.600 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 
Jumlah pembiayaan neto setelah 
perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
set el ah peru bah an 

Rp. 2.000.000.000 
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